BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR : 188.45/ 36 ;T /2024

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG DAN
PENGURUS BARANG PENGGUNA DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN NUNUKAN TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI NUNUKAN,

Menimbang : a. bahwa pengadaan, penyimpanan dan
penyaluran/pengeluaran barang serta penggunaan barang
milik pemerintah Kabupaten Nunukan perlu dilakukan
secara efektif dan efisien oleh Pengguna dan Pengurus
barang;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal
13 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah, bahwa Pejabat
Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang
Pengguna ditetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna
Barang:

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Bupati Nunukan tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan
Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun
Anggaran 2024,

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota
Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali
diubah. terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2022 tentang Ibu Kota Negara ({Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6766);

2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);




3.

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

9.

Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400};

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234} sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Repubik Indonesia Nomor 5601} sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856};

Peraturan Pemerintah  Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738};



10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Nunukan Tahun 2017 Nomor 3);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2022 Nomor 6);

Memperhatikan: 1.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016
tentang Pedoman Pengeloaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU . Menetapkan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan
Pengurus Barang Pengguna di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2024, selengkapnya
sebagaimana tercantum dalam lampiran | Keputusan ini.

KEDUA . Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus
Barang Pengguna sebagaimana  dimaksud pada Diktum
KESATU mempunyai tugas yang selengkapnya sebagaimana
tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

KETIGA :  Segala biava yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran masing-masing Perangkat Daerah
di Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2024;

KEEMPAT . Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI NUNUKAN,

— e,

e

ASMIN LAURA HAFID

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kab.Nunukan;

2. Inspektur Daerah Kabupaten Nunukan; :

3. Masing -~ Masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana
mestinya.



m. :
. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat

berada pada Pengguna Barang;

.' brnéfribérﬂlt‘i,‘xw"fnengamankan barang milik daerah yang

menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan
pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah
dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan
DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau

bangunan;

menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah
berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan
untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi
Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak

lain;

menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan |

penghapusan barang milik daerah;

. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan |

nota permintaan barang;

mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada%

Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna;

. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah |

Penyaluran Barang (SPPB) vang dituangkan dalam berita |

acara penyerahan barang;

membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan |

tahunan;
memberi label barang milik daerah;

Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi
fisik barang milik daerah berdasarkan pengecekan fisik |

barang;
melakukan stock opname barang persediaan;

. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan

dokumen  kepemilikan barang milik daerah dan|
menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen |

penatausahaan;

melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan |
barang Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah;

dan

membuat laporan mutasi barang setiap bulan yangf
disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna |
Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan !

Pengguna Barang.

BUPATI NUNUKAN,

ASMIN LAURA HAFID



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN

NOMOR : 188.45/ 36
TENTANG
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PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN
PENGGUNA BARANG DAN PENGURUS

BARANG PENGGUNA DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
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BUPATI NUNUKAN,

ASMIN LAURA HAFID




